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This paper aims to study and understand the internal conflicts that occurred in the National
Awakening Party of Subang Regency in 2018 and how the conflict resolution was carried out
by internal parties. The method uses a qualitative approach. Data and information obtained
through observation, interview and library research methods. The data and arguments built in
this writing are sourced from literature, such as books related to political party conflicts,
materials that are already in written form and other sources that support primary data sources
such as documentation, theses, theses, journals. and other scientific papers or from the
internet, websites or blogs as well as to informants in the field through interviews.
The results showed that the internal conflict of the National Awakening Party was caused by
differences in political views in determining the choice of the candidate for the Regional
Head of Subang Regency in 2018. This happened when there was a difference between Andi
Lukman Hakim, Chair of the Subang National Awakening Party Branch Management Board
who supported the Dedi pair. Junaedi-Budi Setiadi. Meanwhile, the Central Executive Board
Decree fell to the pair Hj. Imas Aryumningsih-Sutarno. The conflict then led to the freezing of
the Subang District PKB DPC, and was taken over by the caretaker management. Another
factor that triggered the conflict was the power struggle after Andi's management was
frozen. Therefore, it is necessary to have conflict resolution carried out by internal parties.
Keywords: Conflict Resoution; Internal Conflict, Political Parties, National Awakening Party
(Partai Kebangkitan Bangsa)
Abstrak
Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan memahami konflik internal yang terjadi pada Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang Tahun 2018 serta bagaiamana resokusi konflik yang
dilakukan oleh internal partai. Metode menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan
informasi diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan metode kepustakaan (library
research). Data-data dan argumentasi yang dibangun dalam penulisan ini bersumber pada
literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan konflik partai politik, bahan-bahan yang
sudah berbentuk tertulis dan sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer
seperti dokumentasi, skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya ataupun dari internet,
website atau blog dan juga pada informan di lapangan melalui wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa disebabkan
oleh perbedaan pandangan politik dalam menentukan pilihan mengusung Calon Kepala
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018. Hal tersebut terjadi ketika ada perbedaan antara
Andi Lukman Hakim, Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten
Subang yang mengusung pasangan Dedi Junaedi-Budi Setiadi. Sedangkan Surat Keputusan
Dewan Pengurus Pusat jatuh kepada pasangan Hj. Imas Aryumningsih-Sutarno. Konflik
kemudian berujung pada pembekuan DPC PKB Kabupaten Subang, dan diambil alih oleh
kepengurusan caretaker. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah perebutan
kekuasaan setelah dibekukannya kepengurusan Andi. Maka dari itu perlu adanya resolusi
konflik yang dilakukan oleh partai.
Kata Kunci: Konflik Internal; Partai Politi; Resolusi Konflik; Partai Kebangkitan Bangsa
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PENDAHULUAN
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Subang adalah salah satu partai Islam
dari empat belas partai politik yang lolos verifikasi pada Pemilihan Umum tahun 2019.
Sebelum penetapan PKB Kabupaten Subang sebagai peserta pemilu tahun 2019 oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU), terjadi perpecahan di dalam tubuh partai tersebut. Salah satunya
yang menonjol adalah kisruh perebutan Ketua PKB Kabupaten Subang menjelang Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Subang tahun 2018.
Pada waktu itu Andi Lukman Hakim, yang merupakan Ketua Dewan Pengurus
Cabang (DPC) PKB Kabupaten Subang periode tahun 2015–2020 diberhentikan secara
sepihak oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB dengan tidak melalui mekanisme yang
seharusnya (melalui Musyawarah Cabang). Pemberhentian Andi Lukman Hakim terkait
dengan perbedaan pilihan politik dalam penentuan pasangan calon Kepala Daerah di
Kabupaten Subang. Waktu itu Andi Lukman Hakim secara personal mendukung pasangan
calon no 3 yaitu Dedi Junaedi dan Budi Setiadi yang diusung oleh satu-satunya partai yaitu
PDI-P.
Sedangkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PKB Nomor 25361. Tertanggal 08 Januari
2018 tentang Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang
Periode 2018-2023 jatuh kepada pasangan no 2 yaitu Hj. Imas Aryumningsih dan Sutarno
yang diusung oleh Partai Golkar. Sebagai dampak dari pilihan politik Andi Lukman tersebut,
maka DPC PKB Kabupaten Subang dibekukan oleh DPP PKB melalui SK Nomor 26342
Tertanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Careteker Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang ditandatangani Ketua Umum H.A. Muhaimin
Iskandar dan Sekjen H. Abdul Kadir Karding.
Pemberhentian Andi Lukman serta pembekuan DPC PKB Kabupaten Subang
membuat sebagian perangkat struktur DPC lainnya mengundurkan diri dari kepengurusan
partai karena mereka menganggap pembekuan ini dilakukan secara sepihak, mekanisme
pemilihan ketua DPC tidak demokratis dan tidak melalui mekanisme yang sesuai AD/ART
(Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga). Kekisruhan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten
Subang terus berlanjut, karena Andi Lukman dan kawan-kawannya yang sudah mundur
tersebut memboikot kepengurusan baru DPC PKB Subang dengan tetap menduduki kantor
tersebut, sehingga kepengurusan baru tidak dapat menggunakan kantor DPC tersebut.
Konflik PKB di Kabupaten Subang menjelang Pilkada di Kabupaten Subang tahun
2018 telah menyedot perhatian publik. Dalam konteks ini peneliti merasa tertarik untuk
memilih Konflik Internal DPC PKB Kabupaten Subang tersebut sebagai fenomena penelitian
di bidang Ilmu Politik, karena secara langsung didalamnya menyangkut perebutan
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kekuasaan (power struggle), di mana power (kekuasaan) secara teoritis adalah merupakan
substansi pokok pembahasan dalam bidang Ilmu Politik atau Political Science (Kantaprawira,
2006: 41; Budiardjo, 2010: 14; Gandhi, 1981: 42; Watkins, dalam Dyke, 1960: 140).
Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah salah satu bagian struktur sistem kepartaian
yang berkembang di Indonesia, DPC berada langsung dibawah komando DPW (Dewan
Pengurus Wilayah) yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sarana struktur PKB yang
bertugas di wilayah kota/kabupaten. DPC berperan dalam sirkulasi politik kepartaian serta
juga memiliki peranan penting dalam setiap sosialisasi politik partai, karena DPC memegang
mandat yang disahkan oleh DPP serta DPW dalam kekuasaan teritorial di daerah
kota/kabupaten.
Maka secara otomatis DPC-lah satu-satunya struktur partai yang dekat atau terlibat
langsung dengan masyarakat dan DPC jugalah yang menjalankan peran penting fungsional
partai dalam sosialisasi politik, komunikasi politik. Khususnya, peran salah satu struktur
kepartaian yaitu DPC yang sangat dekat dengan aktivitas masyarakat secara langsung
menjadi salah satu strategi urgen dalam setiap perebutan kekuasaan yang selalu
dimanfaatkan oleh calon-calon legislatif maupun eksekutif partai sekalipun dalam
memperoleh simpati suara di daerahnya.
Keberadaan partai politik sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Melalui partai politik, dilakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan-
jabatan politik di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Partai politik terbentuk
karena adanya ideologi yang sama, namun dalam pelaksanaannya ideologi yang sama
tidak cukup untuk membentuk sebuah partai.
Dalam sistem negara demokrasi, partai politik menyelengarakan beberapa fungsi,
salah satunya yaitu sebagai manajemen konflik. “Hal ini dilakukan manakala terjadi konflik di
kalangan elit atau kader partai politik dan bahkan terjadi di masyarakat politik. Jika hal ini
terjadi, partai politik harus mampu memfungsikan dirinya sebagai manajemen konflik dan
sekaligus problem solver (menyelesaikan masalah).” (DPRD Kalteng, 2004: 191).
Konflik internal merupakan sebuah problematika tersendiri didalam sebuah organisasi,
khususnya partai politik. Hal ini dikarenakan konflik internal akan menghambat kinerja dan
laju perjalanan partai politik yang bersangkutan dalam persaingan dengan partai lainnya.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konflik internal akan menjadikan partai politik
semakin keropos secara organisasi dan mengakibatkan tidak terlaksananya program partai
tersebut.
Konflik dalam perpolitikan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, hampir semua
partai politik, baik yang besar maupun yang kecil, tidak pernah terlepas dari konflik. Konflik
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yang terjadipun beraneka ragam, salah satunya yang kerap terjadi di Indonesia adalah
konflik-konflik internal di dalam partai politik yang merupakan wadah bertemunya banyak
kepentingan. Konflik di internal PKB Kabupaten Subang antara Andi Lukman Hakim dengan
DPP PKB sangat menarik untuk dijadikan sebagai fenomena penelitian politik, karena
didalamnya terdapat power struggle, dimana secara teoritis topik “kekuasaan (power)
menjadi pusat perhatian utama dalam studi Ilmu Politik.” (Haboddin, 2017: 2).
Dalam kerangka fokus pada penelitian yang akan diteliti mengenai Konflik Internal
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang Tahun 2018, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah Bagaimana konflik internal partai politik yang terjadi pada Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang Tahun 2018 dan apa resolusi konflik yang dilakukan
oleh Partai Kebangkitan Bangsa.
TINJAUAN LITERATUR
Partai Politik
Menurut Sigmund Neuman, Partai politik adalah “organisasi dari aktivis-aktivis politik
yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai
pandangan yang berbeda.” (Neumann, 1963: 352). Menurut Miriam Budiardjo, partai politik
ada tiga jenis, yaitu:
1) Kelompok penekan (pressure group), bertujuan untuk memperjuangkan suatu
kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan
keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.
2) Kelompok kepentingan (interst group), mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit
daripada partai partai politik, yang karena mewakili berbagai golongan lebih banyak
memperjuangkan kepentingan umum.
3) Gerakan (movement) merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan
perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik. (Gatara dan Said, 2007: 223)
Tujuan utama dari partai adalah “memperoleh kekuasaan, atau mengambil bagian
dalam kekuasaan, mereka berusaha memperoleh kursi dalam pemilihan umum,
mengangkat wakil dan menteri dan mengontrol pemerintah”. (Duverger, 2010: 42). Fungsi
partai politik, yaitu: “representasi/perwakilan, konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi,
sosialisasi, dan mobilisasi), persuasi, represi, rekruitmen (penerimaan anggota baru) dan
pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta kontrol terhadap
pemerintah.” (Macridis dalam Amal, 1996: 26).
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Sementara, fungsi Partai Politik menurut Ramlan Surbakti ada tujuh, yaitu: “Sosialisasi
politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik,
pengendalian konflik, serta kontrol politik.” (Surbakti, 2010). Partai politik dibentuk untuk
menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai
politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk
mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. (Natalia, 2015).
Konflik
Konflik berasal dari bahasa latin, “conflictus yang artinya pertentangan.” (Nasikun,
1995: 21). Berdasarkan perspektif atau sudut pandang para ahli yang berbeda-beda, maka
definisi konflikpun menjadi bervariasi. Misalnya, Konflik didefinisikan sebagai, “relasi antara
dua belah pihak atau lebih, baik itu individu maupun kelompok yang merasa tidak
sepemahaman dan tidak sejalan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan bagi satu
individu dengan individu yang lainnya. Konflik dapat terjadi karena, perbedaan tujuan,
ketidakselarasan penafsiran dalam mengartikan fakta yang terjadi, ketidaksepahaman yang
disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan lain sebagainya.” (Dahrendorf, 1959: 21).
Menurut Robbins, Konflik terjadi karena ada yang melatarbelakanginya. Kondisi
tersebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori yaitu: (1) Komunikasi,
(2) Struktur, (3) Pribadi/Individu. Konflik atau polemik dalam setiap peristiwa politik berakar
pada perebutan kekuasaan, sebab itu kekuasaan merupakan salah satu kunci untuk melihat
lebih jauh sumber-sumber konflik yang terjadi. (Permana, 2018: 10).
Konflik muncul terutama dalam wilayah politik yang dalam kelompok sosial adalah
kelompok-kelompok kekuasaan, seperti partai politik. Bagi teori-teori konflik, penaklukan,
persaingan, perang, pemaksaan, bahkan kejahatan dan perampokan adalah kata kunci
dalam menjelaskan bagaimana negara berkembang. Awal mula dari teori ini adalah
“prediksi terdapat ketidaksetaraan akses ke sumber daya-sumber daya penting yang
mendorong untuk menekan atau berkonflik dalam kelompok lain dalam masyarakat.”
(Mallarangeng, 2010: 167).
Konflik Politik, terjadi akibat “kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara
seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena
perbedaan ideologi, asas perjuangan dan cita-cita politik masing-masing.” (Dewi, 2018: 198).
Merujuk sejumlah referensi banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik,
diantaranya: perbedaan setiap individu, faktor kebudayaan, faktor kepentingan, interaksi
sosial, perubahan sosial. Sedangkan konflik dalam organisasi dapat terjadi disebabkan
karena faktor manusia ataupun faktor organisasi itu sendiri.
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Resolusi Konflik
Menurut Fisher resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan
berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok
yang berseteru. (Fisher, 2009:7). Sedangkan menurut Mindes resolusi konflik merupakan
kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek
penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan
penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. (Mindes,
2006:24). Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan
pemecahan masalah bersama (solve a problem together). (Weitzman & Weitzman dalam
Morton & Coleman, 2000: 197).
Menurut John Davies ada tiga pendekatan dalam pengelolaan konflik:
1) Pendekatan berdasarkan kekuasaan (power based approach), menggunakan
kekuatan kekuasaan untuk memecahkan semua jenis konflik.
2) Pendekatan berdasarkan hukum (right-based-approach). Pendekatan ini
biasanya lebih menggunakan hukum, adat, norma dan sistem hukum sebagai
alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.
3) Pendekatan berdasarkan kepentingan (interest-based-aproach), Pendekatan ini
berupaya untuk membangun pemecahan yang mencerminkan nilai, kebutuhan,
dan kepentingan yang terpendam dalam hati pihak yang bertentangan. (Davies
dalam Kurnia, 2005: 35-36).
Bodine and Crawford merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat
penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya:
1) Kemampuan Orientasi, meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap
yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.
2) Kemampuan Persepsi, suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami
bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat
situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan
atau memberi penilaian sepihak.
3) Kemampuan Emosi, mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam
emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustasi, dan emosi negatif
lainnya.
4) Kemampuan Komunikasi, meliputi kemampuan mendengarkan orang lain:
memahami lawan bicara; berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami;
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dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke
dalam pernyatan yang netral atau kurang emosional.
5) Kemampuan Berpikir Kreatif, kemampuan memahami masalah untuk
memecahkan masalah dengan berbagi macam alternatif jalan keluar.
6) Kemampuan Berpikir Kritis, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan
menganalisis situasi konflik yang sedang dialami. (Jones dan Kmitta, 2001: 2)
Penelitian ini memilih menggunakan teori “Resolusi Konflik” dengan pertimbangan; (1)
tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau
penghilangan permasalahan.
METODOLOGI
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Data
dan informasi diperoleh melalui metode observasi, wawancara, metode kepustakaan (library
research). Metode kualitatif dianggap tepat untuk mengeksplorasi Konflik Internal Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang tahun 2018. Penelitian ini lebih bersifat memahami
fenomena, dimana kader partai dengan berperan sebagai objek mencoba memberikan
makna dan penafsiran dari apa yang peneliti lihat di lapangan.
Data-data dan argumentasi yang dibangun dalam penulisan ini bersumber pada literatur,
seperti buku-buku yang berkaitan dengan konflik partai politik, bahan-bahan yang sudah
berbentuk tertulis dan sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer seperti
dokumentasi, skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya ataupun dari internet, website atau
blog dan juga pada informan di lapangan melalui wawancara.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. IDENTIFIKASI KONFLIK
Potensi konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat yang bersikap heterogen, baik
dalam hal etnis, sosial-ekonomi, maupun agama. Jika kemajemukan itu terjadi di negara
yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan hal
yang cukup wajar dan lumrah. Di negara yang sifatnya heterogen, potensi pertentangan
lebih besar dan dapat dengan mudah mengundang konflik.
Dalam hal ini, peran partai politik sangat diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau
setidaknya dapat mengatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan
seminimal mungkin. Menurut Lijphart; “Perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat
masa bawah dapat diatasi oleh kerjasama diantara elite-elite politik”. (Lijphart, 1995: 32).
Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.
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Partai politik suatu sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya
mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial,
memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan
kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai
suprastruktur politik. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara
untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan
untuk dikerjakan oleh pemerintahan. Dan dalam membuat keputusan itu, para warga
negara menentukan apakah yang mereka inginkan untuk dimiliki. (Warren, 1963: 67).
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang sudah berdiri selama lebih dari 22
tahun. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak dinamika. Yang Nampak terlihat jelas
adalah selama dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun
2020 PKB Kabupaten Subang sudah melakukan pergantian ketua sebanyak dua kali. Konflik
yang meletup-letup ini selalu tentang konflik kepentingan dalam pilkada. Karena peran
partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diraih oleh partai politik kemudian
harus ditransformasikan dalam berbagai kebijakan dengan mengedepankan kepentingan
rakyat.
A. Perbedaan Pilihan Politik Dalam Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)
Kabupaten Subang Tahun 2018
Tahun 2018 diadakan Pilkada serentak di Jawa Barat, ada 18 kota dan Kabupaten
yang mengadakan pilkada, diantaranya adalah Kabupaten Subang. Dinamika politik akan
mewarnai trend politik di Kabupaten Subang. Salah satunya yaitu situasi dan kondisi yang
terjadi di dalam partai politik yang ada di Kabupaten Subang. Berikut Kandidat Calon Bupati
Kabupaten Subang Periode 2018-2023;
Tabel 1. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Subang Periode 2018 – 2023
No. Pasangan Calon Partai Pengusung
1. Dedi Junaedi – Budi Setiadi PDI-P
2. Hj. Imas Aryumningsih – Sutarno Golkar dan PKB
3. H. Ruhimat – Agus Masykur PAN, PKS, PPP, Demokrat, Gerindra, Nasdem
Sumber: Diolah Peneliti
Pada waktu itu Andi Lukman Hakim yang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz
PKB Subang secara personal mendukung pasangan calon no 3 yaitu Dedi Junaedi dan Budi
Setiadi yang diusung oleh satu-satunya partai yaitu PDI-P. Drs Dedi Junaedi, SH, merupakan
mantan perwira menengah Polda Jabar dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi
(Kombespol). Selama mengemban amanah di korps Kepolisian RI, Dedi J pernah
menjalankan berbagai tugas, di antaranya, Pejabat Utama sebagai Kepala Bidang Hukum
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Polda Jabar tahun 2012-2016, Anggota DPRD Bogor Fraksi TNI/POLRI tahun 2002-2004,
anggota kehormatan makom ALBAB Pondok Pesantren di Cirebon tahun 2016, serta
anggota kehormatan Pondok Pesantren Miftahul Huda tahun 2016. (Jabar Press, 2017).
Sedangkan wakilnya, Budi Setiadi sebelumnya pernah menjabat sebagai Camat Compreng
untuk beberapa tahun. Selepas dari Compreng, dia pindah ke Kalijati dan berakhir di
Pamanukan. Budi kemudian ditarik ke Setda Pemkab Subang untuk menahkodai Bagian
Pemerintahan. Posisi ASDA dan Staff di BPMPM pun pernah dia lakoni. Saat mencalonkan diri,
menduduki posisi Kabid Pengelolaan Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa Barat. (Spiritnews, 2017).
Sedangkan K.H. Ushfuri Ansor, yang merupakan Ketua Dewan Syura PKB Subang
mendukung pasangan no 2 yaitu Hj. Imas Aryumningsih, S.E, dan Kolonel TNI (purn) Sutarno
yang diusung oleh Partai Golkar. Imas sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Subang
untuk masa bakti 2013-2018 berpasangan dengan Ojang Sohandi. Pada tanggal 11 April
2016, Imas diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Subang, karena Ojang ditetapkan
sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, terkait suap pengamanan
kasus korupsi BPJS Subang tahun 2014. (Kumparannews, 2018). Sedangkan Kolonel TNI (purn)
Sutarno merupakan pensiunan TNI Angkatan Udara.
Kemudian Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan
Bangsa Nomor 25361 tertanggal 08 Januari 2018 tentang Dukungan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Periode 2018-2023 jatuh kepada pasangan no 2 yaitu
Hj. Imas Aryumningsih dan Sutarno. Karena dalam Peraturan Partai, Keputusan DPP (Dewan
Pengurus Pusat) dibuat atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi atau dalam
rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai. Oleh karena itu
DPC harus mengikuti keputusan DPP.
Andi Lukman Hakim yang baru menjabat setengah periode menjelang pemilihan
kepala daerah Kabupaten Subang tahun 2018 secara tiba-tiba diberhentikan oleh Dewan
Pengurus Pusat PKB. Tidak lama setelah diberhentikan Andi kemudian pindah partai dan
mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Jawa Barat dengan Daerah Pemilihan 11 Jawa Barat yang meliputi: Subang, Majalengka
Sumedang dari Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 dengan
nomor urut 5.
B. Perebutan Posisi Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Subang
Konflik dalam setiap peristiwa politik berakar pada perebutan kekuasaan, sebab itu
“kuasa” merupakan kata kunci untuk melihat lebih jauh sumber-sumber konflik yang terjadi.
Pertarungan kekuatan-kekuatan politik merupakan pencarian akan kekuasaan. Kekuasaan
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bukanlah suatu wilayah melainkan suatu bentuk dan kondisi esensial dalam hubungan
kemanusiaan. (Deny dan Hery, 2012).
Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, DPC PKB Kabupaten Subang kemudian diambil
alih oleh kepengurusan caretaker yang diketuai Muhammad Fathan Subkhi yang
merupakan Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB dan Sekretaris Muhammad Dawam, yang
merupakan Bendahara Umum DPW PKB Jawa Barat. Tujuan dibentuknya kepengurusan
caretaker ini adalah untuk menyiapkan dan menjaring Calon Ketua DPC PKB hingga
terselenggaranya Musyawarah Cabang (Muscab).
Pasca dibekukannya kepengurusan Andi, banyak kader ataupun anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Subang dari Fraksi PKB bahkan orang diluar partai
yang ingin menjadi Ketua DPC PKB untuk menggantikan posisi Andi Lukman Hakim.
“Sejumlah kader PKB bermunculan menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB
Subang. Sekurangnya ada tujuh nama yang muncul ke permukaan diantaranya yaitu H.
Wahar, Syukron, Asep Chandra, H. Endang, Maman Hanafi, Ali Muqoddas, Rudi Kamaludin,
Bambang Herlambang dan Lina Marliana.” (Pasundan Ekspres, 2019).
Meskipun di tengah situasi konflik, namun jumlah anggota DPRD PKB di Kabupaten Subang
pada pemilihan umum 2019 naik, dari lima menjadi enam anggota ini adalah sebuah
prestasi yang cukup menarik. Sehingga bursa calon ketua DPC PKB Subang sempat ramai
peminat beberapa waktu lalu. Namun karena terkendala beberapa hal maka pelaksanaan
Musyawarah Cabang PKB Kabupaten Subang saat ini belum terlaksana.
Berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor 1548/DPP/01/II/2020 tentang Penetapan
Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang dan saat
ini di jabat oleh H. Dadan Hidayatullah. Jika dulu tugas kepengurusan caretaker hanya
menyiapkan muscab hingga terpilihnya Ketua definitive. Caretaker hari ini tugas dan
fungsinya sama dengan kepengurusan definitive, tetap melakukan aktivitas-aktivitas
organisasi partai, baik itu secara administrasi maupun melakukan kerja-kerja politik.
2. RESOLUSI KONFLIK
Berdasarkan identifikasi konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang yang
sudah disampaikan peneliti diatas, maka partai melakukan strategi penyelesaian konflik.
Penulis mendeskripsikan penyelesaian tersebut dengan mengacu kepada Teori Resolusi
Konflik dari John Davies yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan, yang mana
diuraikan sebagai berikut:
A. Pendekatan Berdasarkan Kekuasaan (Power Based Approach)
Pendekatan menggunakan kekuasaan (Power Based Approach) menggunakan kekuatan
kekuasaan untuk memecahkan semua jenis konflik. Seandainya sifat pemerintah adalah
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otiriter (authorian), pemecahan konflik tampak pada tingkatan permukaan (surface), tidak
sampai pada akar penyebab konflik.
Struktur dan kelembagaan partai politik berbeda sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Secara struktural, kepemimpinan tertinggi harian
partai politik berada di tangan Ketua Umum. “Pengurus partai memiliki kewenangan untuk
menjaga keutuhan doktrin politik yang dianut dengan memfilter setiap calon anggota serta
memberhentikan anggota yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan.”
(Budiardjo, 2010: 399).
Pembekuan DPC PKB Kabupaten Subang
Pembekuan Kepengurusan Partai dilaksanakan apabila Dewan Pengurus Partai
melakukan hal yang merugikan dan membahayakan partai dalam bentuk:
1) Kepengurusan partai tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai
2) Mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh jajaran partai yang lebih tinggi
3) Sebagian atau keseluruhan pengurus partai terlibat langsung dalam kegiatan
menentang Dewan Pengurus Partai diatasnya
4) Kepengurusan Partai tidak kondusif, terpecah-pecah dan tidak mampu
melaksanakan tugas dan amanat yang menjadi tanggungjawabnya.
Untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten
Subang menyusul Surat Pernyataan Mosi tidak percaya dari 22 Dewan Pengurus Anak
Cabang terhadap kepemimpinan Andi Lukman Hakim sebagai Ketua Dewan Tanfidz PKB
Kabupaten Subang tertanggal 28 Februari 2018, maka DPP PKB mengambil kebijakan untuk
menetapkan Susunan Caretaker melalui Surat Keputusan Nomor 26342/DPP-03/VI/A.1/V/2018
tentang Penetapan Caretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Subang. Surat Keputusan Careteker tersebut berakhir hingga Desember 2019.
Restrukturalisasi DPAC PKB Kabupaten Subang
Muktamar Bali Agustus 2019, menghasilkan AD/ART baru yang didalamnya mencakup
beberapa point penting, di antaranya merestrukturisasi pengurus partai di semua tingkatan
seluruh Indonesia. Sesuai instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
atau DPP PKB bahwa seluruh jajaran pengurus di tingkat kecamatan atau DPAC PKB se-
Indonesia diperintahkan untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi yang dimaksud
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Dengan restrukturisasi itu, tatakelola manajemen partai tidak lamban. Amanat dari DPP PKB,
ketentuan usia calon ketua DPAC maksimal 35 tahun, calon sekretaris 30 tahun, sementara
calon bendahara tidak dibatasi. Ketentuan tersebut memang tidak tercantum dalam
AD/ART partai. Namun ini kebijakan pusat, disampaikan secara lisan kepada DPW. DPAC
sebagai ujung tombak partai. Generasi milenial partai akan sangat berefek pada kemajuan
partai di masa mendatang.
Hingga saat ini DPC PKB Kabupaten Subang telah berhasil melakukan Musyawarah Anak
Cabang (Musancab) di 30 kecamatan di kabupaten Subang. Jajaran pengurus Anak
Cabang tersebut kini di jabat oleh kader muda yang cenderung milenial, menguasai
informasi dan teknologi terutama aktif dalam media sosial. Hal ini senada dengan keputusan
DPP PKB yang baru dilaksanakan dan diberlakukan di Jawa barat. Adapun kader yang
sebelumnya menjabat sebagai ketua PAC yang tidak tergolong kader muda yaitu di atas
usia 35 tahun, rata-rata mereka menjadi pimpinan Dewan Syura di tiap kecamatan tersebut.
B. Pendekatan Berdasarkan Hukum (Right Based Approach)
Pendekatan berdasarkan hukum (Right Based Approach), Pendekatan ini lebih
menggunakan hukum, adat, norma, dan sistem hukum sebagai alat untuk menyelesaikan
konflik yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, struktur politik di Indonesia memungkinkan
untuk melakukan subordinasi penegak hukum pada kepentingan-kepentingan pemegang
kekuasaan sehingga hukum hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan.
Sebagai sumber hukum tertulis Partai, AD-ART mengikat semua gerak langkah kepartaian.
Karena itu, seluruh kebijakan, keputusan, kinerja dan tata laksana kepartaian di semua
tingkatan, dari mulai tingkat pusat hingga unit terkecil kepengurusan, harus bersumberkan
dari AD-ART. Begitu pula dengan sikap, pola pikir, tindak tanduk serta gerak langkah setiap
pengurus dan kader PKB harus bersumberkan dari AD-ART. Karenanya, kepatuhan dan
konsistensi menjalankan AD-ART merupakan keniscayaan agar PKB menjadi Partai besar,
modern dan progresif. Seluruh entitas Partai harus tunduk tanpa reserve dan tidak
dibenarkan melebihi atau berposisi di atas AD-ART.
Begitu pula, semua pengurus dan kader tidak seorangpun dibenarkan menafsirkan AD-ART
seenaknya sendiri berdasarkan kepentingan sempit mengalahkan kepentingan PKB.
Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap AD-ART hanya akan menjadikan Partai disharmoni, liar
dan bahkan mengalami degradasi. AD-ART menjadi pedoman bagi kehidupan kepartaian
di semua level kepengurusan. Semua kader wajib mematuhi, menjalankan dan
memperjuangkan seluruh visi, misi, jati diri, bidang usaha, program dan aturan main yang
tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.
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Mahkamah Partai sebagai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan dalam bidang
penyelesaian perselisihan partai politik yang harus mendasarkan pada konsep dan dasar
yang kuat sebagai suatu lembaga yang independen yang mampu melindungi kepentingan
negara dan kepentingan partai dan kepentingan anggota partai serta kepentingan
masyarakat. (Rachman, 2016).
Majelis Tahkim merupakan Mahkamah Partai yang menangani perselisihan dan/ atau konflik
internal dalam tubuh partai. Majelis Tahkim hanya dibentuk ditingkat pusat dan
beranggotakan lima orang yang dipilih oleh Ketua Umum DPP untuk masa jabatan tertentu.
Anggota Majelis Tahkim adalah pengurus DPP yang diberikan wewenang untuk memeriksa
dan mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh Anggota Partai.
Majelis Tahkim memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, meneriksa serta mengadili
setiap perkara dan atau pengajuan yang diajukan oleh anggota partai. Perselisihan dan
atau konflik internal partai politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada
Majelis Tahkim adalah:
1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
2) Pelanggaran terhadap hak anggota
3) Pemecatan anggota dan atau pembekuan kepengurusan tanpa alas an yang jelas
4) Penyalahgunaan kewenangan
5) Pertanggungjawaban keuangan
6) Keberatan terhadap keputusan partai
7) Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Tidak termasuk dalam pengertian konflik internal partai yang dapat diajukan permohonan
penyelesaian kepada Majelis Tahkim, adalah;
1) Keputusan Muktamar Partai
2) Keputusan Partai merupakan pengaturan yang bersifat umum
3) Keputusan Partai yang masih memerlukan persetujuan
4) Keputusan Partai yang diterbitkan dan atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan
putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap
5) Keputusan Partai dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
C. Pendekatan Berdasarkan Kepentingan (Interest Based Approach)
Pendekatan berdasarkan kepentingan (Interest Based Approach), Pendekatan ini
berupaya untuk membangun pemecahan yang berusaha mencerminkan nilai, kebutuhan
dan kepentingan yang terpendam dalam hati pihak yang bertentangan.
Keberhasilan dari sebuah partai untuk menjalan sistem demokrasi dapat dilihat
melalui fungsi rekrutmen politiknya. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuaaan, perlu
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dilakukan rekrutmen politik yang terbuka. Dalam artian, setiap orang yang memenuhi syarat
tertentu untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang
sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
Untuk kepentingan internalnya setiap partai membutuhkan kader-kader yang
berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, dapat menjadi partai yang bisa
memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.
Menurut Rush dan Althof, “rekruitmen politik sebagai proses yang individu-individunya
menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan”. (Rush dan Althof, 2007).
Rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun
tidak formal. Dapat disebut sebagai proses dua arah karena individu-individunya mampu
memperoleh kesempatan, atau didekati oleh orang yang bisa menghantarkan untuk
menjabat posisi-posisi tertentu.
Dengan cara yang sama, perekrutan itu bisa disebut formal jika para individu direkrut
dengan terbuka melalui prosedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan.
Kemudian, disebut sebagai informal jika para individunya direkrut secara privat atau
dibawah tangan tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional. Dengan demikian,
proses penempatan individu-individu pada suatu jabatan politik atau jabatan administratif
melalui seleksi politik diselenggarakan oleh lembaga politik, baik secara formal seperti
pemilihan umum maupun informal seperti penunjukan.
Mengacu kepada proses rekrutment politik, dapat bersifat top-down, bottom-up, dan
campuran.
1) Top-down, adalah proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang
yang sedang menjabat. Misalnya adalah penunjukan pribadi dan seleksi
pengangkatan.
2) Bottom-up, yaitu proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat bawah,
seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki suatu
jabatan. Misalnya seperti individu-individu yang melamar kepada partai politik
untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif atau calon kepala daerah.
3) Bersifat campuran, yaitu proses seleksi tahap pertama dilaksanakan ditingkat atas,
kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat bawah. Begitu pula
sebaliknya, proses seleksi pertama diselenggarakan ditingkat bawah, kemudian
diserahkan kepada keputusan tingkatan paling atas. Proses rekrutmen politik ini
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biasanya terdapat pada proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu
eksekutif
Jika kita mengacu pada sebuah konsep negara yang demokrasi, pemilihan ketua
akan dilaksanakan dengan pemilihan yang dipilih langsung oleh para anggota dari partai
politik dengan tidak ada keterpaksaan dari pihak calon Ketua Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang.
Dalam sejarah partai politik di Subang, bahkan sejarah baru politik, untuk pertama
kalinya DPC PKB Kabupaten Subang memilih Ketua Partai dari orang luar daerah. Ketua baru
DPC PKB Subang adalah H. Dadan Hidayatullah, dari daerah Garut. Pemilihan Ketua DPC
PKB Subang dipilih langsung oleh DPP PKB, dengan tidak melibatkan kader PKB Subang.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik internal PKB
Subang disebabkan faktor perbedaan pilihan politik dalam mengusung Calon Kepala
Daerah (Pilkada) Kabupaten Subang tahun 2018. Hal tersebut terjadi pada PKB ketika K.H
Ushfuri Ansor sealku Ketua Dewan Syuro mendukung pasangan calon Hj. Imas Aryumningsih-
Sutaro. Sedangkan Andi Lukman Hakim, sebagai Ketua Dewan Tanfidz mendukung
pasangan Dedi Junaedi-Budi Setiadi. Sementara Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat
jatuh kepada pasangan Hj. Imas Aryumningsih-Sutarno.
Konflik kemudian berujung pada pembekuan DPC PKB Kabupaten Subang, dan diambil alih
oleh kepengurusan caretaker. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah
perebutan kekuasaan setelah dibekukannya kepengurusan Andi. Resolusi konflik yang
dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa diantaranya adalah dengan melakukan
pembekuan terhadap Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Subang dan restrukturalisasi
kepengurusan DPAC Kabupaten Subang. Untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas Partai,
DPP PKB mengambil kebijakan untuk menetapkan Susunan Caretaker yang personelnya
diambil dari struktur DPP dan DPW PKB Jawa Barat.
Sebaiknya DPC PKB Kabupaten Subang segera melakukan Musyawarah Cabang (Muscab)
untuk menentukan Ketua yang definitif dan tidak caretaker lagi. Ketua definitif tersebut harus
berasal dari orang Subang asli yang memang tahu dan sangat paham tentang kondisi sosial,
budaya dan politik di Kabupaten Subang. Dan ketika terjadi konflik dalam sebuah partai,
biarkan saja. Karena konflik merupakan sebuah proses dinamika agar kader dewasa dalam
berpolitik.
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